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Hariwiyawan®

Abstrak:

Tulisan ini

pemerintah mé;
Mereka menjad

Kata Kunci :

Pendahuluan

diberbagai daerah di seluruh Indonem.

rasa dipicu oleh kebijakan pemerintah yang

akan menaikkan harga bahan bakar minyak
(BBM). Aksi unjuk rasa yang semakin meluas
dan memanas memicu bentrokan dengan aparat
kepolisian. Salah satunya di depan Gedung DPR
RI Jakarta. Massa yang tidak sabar menunggu
hasil sidang paripurna akhirnya emosi dan
anarkis. Bentrokan antara massa dan
aparat kepolisian pun tidak dapat dielakkan
yang akhirnya menimbulkan korban pada kedua

belah pihak.

mulai

Kompol. Hariwiyawan, SIK, adalah Mahasiswa 52 STIK-PTIK Angk.1

y dengan
ninyak dunia dan
: g semakin melonjak
ni membuat subsidi premium
dan solar men_]adl semakin besar. Dalam APBN
2012 pemerintah dan DPR menyepakati harga
minyak mentah Indonesia sebesar U5$.90 per
barel sebagai patokan. Kenyataannya, selama
Februari rata-rata harga minyak mentah sudah
US$.122,17 per barel. Akibatnya subsidi
premium dan solar sepanjang tahun 2012
akan melonjak dari Rp.123,6 triliun menjadi
Rp.191,1 triliun. Kondisi inilah yang dijadikan
alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM
(Harian Kompas 30 Maret 2012).

Namun kebijakan menaikkan harga BBM
memberikan dampak yang kurang baik bagi
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~ rakyat Indonesia. Fakta empiris menunjukkan
bahwa dari beberapa kali kenaikan harga
~ BBM sclalu diikuti dengan melonjaknya harga

- barang-barang kebutuhan pokok. Pada kondisi
kelompok ekonomi lemah yang paling
- merasakan dampaknya. Dengan keterbatasan

ekonomi yang dimilikinya, mereka akan semaki
- sulit mendapatkan barang-barang
| -'_pokoknya. Karena kondisinya
- tidak mampu, akhirnya me

dari kebijakan negara. 4

Bagi Hegel, n an ungkapan

roh obyektif, yait

karena itu kepes
pada negara (d

Apalagi kepenting
oleh konstitusi yai
1945 “Bumi dan ai

kemakmuran rakyat.”
Adakalanya pemerintah
penyelenggara  negara dapat mel3

pelanggaran melalui kebijakan yang d1buatnya
Kebijakan yang membebani masyarakat bawah
dan tidak sensitif terhadap kelompok ekonomi
lemah. Kebijakan negara yang menaikkan harga
BBM dianggap membebani warga ekonomi
lemah. Berangkat dari ragam persoalan tersebut
maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai
kebijakan negara yang menaikkan harga BBM
telah  menimbulkan
strukutral.

terjadinya  viktimisasi

Dampak dari rencana kenaikan BBM

a. Perspektif Ekonomi

122
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(titik temu) _

Kenaikan harga BBM diIndonesia bukanlah
sesuatu yang baru. Selama pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudoyono pernah
menaikkan harga BBM yaitu pada tahun 2005
dan 2008. Pada bulan Maret 2005 pemerintah
menaikkan harga premium sebesar 32% (dari

turun.lagi.jadi.rp.4. 500
6 April 201Aki

‘ 1sk1n Indonesia tahun
imlah 31,1 juta jiwa meningkat
menjadl 39 3 juta jiwa pada tahun 2006. Jumlah
pengangguran meningkat yang awalnya 9,9%
pada tahun 2004 menjadi 10,3% tahun 2005, dan
kemudian 10,4% tahun 2006. (http://ekonomi.
kompasiana.com/moneter/ 2012/03/12/setuju-

harga-bbm-naik-dengan-catatan/ Diunduh
tanggal 6 April 2012)
Selanjutnya pemerintah kembali

merencanakan akan menaikkan harga BBM
yaitu pada tanggal 1 April 2012. Alasan rencana
kenaikan harga BBM ini masih sama dengan
yang terdahulu yaitu meningkatnya harga minyak
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dunia. Menurut pengamat permlnyakan Kurtubi
bahwa kenaikan harga minyak dunia dipicu oleh
adanya ketegangan hubungan Iran dan negara-
negara barat di Selat Hormuz (Harian Jawa Pos

Minggu 1 April 2012).

~ Wacana kenaikan BBM
digulirkan pemerintah ke publik sebu
waktu penetapan kenaikan
rencana kenaikan harga B

rencana

apat
. Beberapa
aatkan

pemerintah pada awal
reaksi yang beragam
pedagang di pa situasi
ini dengan men?
untuk memperg
yang terjadi d
kenaikan har
di Balikpapa
isu kenaikan
ini menjadi
kenaikan har
beras dari Rp
sepuluh kilograt
barang-barang d
BPS mencatat p

di pasar tetap menggunakan harga yang sudah
dinaikkan.

b. Perspektif Sosiologis
Isu kenaikan harga BBM ini tidak hanya

mempengaruhi perekonomian saja, namun juga
kehidupan sosial masyarakat. Dampak sosial
yang paling terlihat yaitu adanya kelangkaan
BBM. Sejak wacana kenaikan harga BBM
bergulir masyarakat didaerah mulai kesulitan
mendapatkan premium dan solar. Hal ini
disebabkan karena spekulan memanfaatkan
situasi ini dengan melakukan penimbunan

‘Viktimisasi Struktural Kebijakan
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BBM. Mereka mengambil keuntungan dari
disparitas harga sebelum naik dan nanti setelah
harga dinaikkan. Akibatnya BBM dipasaran
langka. Terungkapnya penimbunan BBM ini
terlihat dari data pengungkapan kasus yang
dllakukan kepolisian. Upaya pengungkapan

i BM oleh kepohsmn secara

~ saja terdapat

selama
p 105

Sedangkan polda

John  Stuart Mill dalam

bukunya
Utilitarianism (1864) mengemukakan tentang

‘prinsip kebahagiaan terbesar’, bahwa tindakan
tertentu benar jika cenderung memperbesar
kebahagiaan; keliru jika cenderung menghasilkan
berkurangnya kebahagiaan (Berten 2001:247).
Dalam konteks keberadaan sebuah negara,
kebijakan yang dipilih idealnya selalu berpijak
Kebijakan
yang dapat membahagiakan rakyatnya bukan

pada prinsip utilitarian tersebut.

sebaliknya. Otoritas kekuasaan yang diberikan
rakyat hendaknya digunakan untuk melindungi
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5 hak-hak individu dan pemenuhan kesejahteraan
rakyatnya.
Begitu juga bagi Indonesia, sebagai sebuah

' negara tujuan utamanya adalah untuk mencapai
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

' bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duma

Tujuan yang berdasarkan pada landa
~dan konstitusionil negara yaitu P

representasi dari negara,
kebijakan harus dapa
sosial dan kemakmur:

Namun, jikag
dapat membuat
sendirinya  pe
eksistensinya se
Rakyat menjad
tersebut. Hal
dikemukakan
viktimisasi yang |
dimensional bu

tidak kasat mata; 2) sistemik (ada proses :
keberadaannya ada dasar hukumnya (legitimate);
3) tidak menyakitkan dan tidak menakutkan;
4) efek massa dan jangka panjang; 5) menimpa
komunitas atau kolektif; 6) kerugian per
kapita kecil. Di dalam viktimisasi struktural
seseorang menjadi korban bukan karena akibat
perbuatannya, namun karena situasi dan kondisi
yang melekat pada korban yang menyebabkan dia
terviktimisasi. Korban tidak menyadari bahwa
dirinya terviktimisasi, karena itu mereka tidak
merasa dirugikan. Kalaupun merasa dirugikan
mereka tidak mampu untuk melawan.

Di Indonesia terdapat beberapa kebijakan
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yang pada implementasinya menyebabkan
timbulnya viktimisasi struktural. Salah satunya
adalah kebijakan menaikkan harga bahan bakar
minyak (BBM). Dampak dari kebijakan ini
sangat dirasakan oleh kalangan masyarakat
ekonorm lermh Akibat naiknya harga BBM
in solar, secara otomatis
i harga barang-
ada  kelompok

masyarakat kel

yang cukup, kOIldlSl i

mah tidak serta merta saat

baca: saat pengumuman harga BBM
baru). Ada proses seseorang menjadi miskin,
yaitu ketika harga barang-barang menjadi naik
sedangkan penghasilan masih tetap dan tidak
cukup untuk biaya hidup, maka saat itulah
kemiskinan akan menimpanya.

Pada umumnya masyarakat tidak menyadari
jika mereka menjadi korban dari kebijakan
pemerintah. Masyarakat merasa “mungkin
sudah begitu aturannya”, karena sistem hukum
yang ada saat ini memberikan pemahaman
pada masyarakat bahwa sesuatu yang ada
dasar hukumnya adalah benar terlepas hal itu
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merugikan atau tidak. Selain itu pemahaman
korban menurut masyarakat adalah perbuatan
yang memberikan efek langsung pada tubuhnya.
Ketika kebijakan menaikkan harga BBM tidak
memberikan efek langsung kepada tubuhnya

(melukai) maka masyarakat tidak menganggap.

hal itu sebagai korban.

Viktimisasi juga terjadi
kenaikan BBM pada bulan
kenaikan harga BBM dj
masyarakat menjadi '
Wacana kenaikan
pemerintah sejal

menyebabkan

bergantung pad
pokok. Kelompok

harga BBM belum naik, tapi harga bara
barang di pasar sudah naik. Ibu rumah tangga
adalah orang pertama yang terkena dampak ini.
Pasalnya, mereka inilah yang menjadi pemeran
utama dalam pengelolaan ekonomi keluarga.

Kedua, adalah kelompok masyarakat yang
terkena imbas dari aksi unjuk rasa. Kelompok
ini terdiri dari elemen masyarakat peserta unjuk
rasa, masyarakat umum (non peserta unras), dan
aparat keamanan. Puncak pelaksanaan aksi unjuk
rasa terjadi antara tanggal 27-30 Maret 2012.
Pemberitaan di media mengenai rencana aksi
unjuk rasa yang digelar pada tanggal 27 Maret

2012 telah memberikan tekanan secara psikis
bagi kelompok ini. Bagi masyarakat umum (non
peserta unras) tanggal 27 Maret 2012 adalah hari
yang harus dihindari untuk bepergian. Mereka
akan menghindari lokasi-lokasi yang digunakan
oleh peserta unjuk rasa. Ketika lokasi yang biasa
ti s6 i digunakan oleh peserta unjuk
alkan menghindari lokasi

bih jauh.

Bagi elemen' deserta unjuk
rasa_tanggal 27 Maret
ou. Namun ketika a
ereka dipukul, dit

secara_hukum,

dhari yang

ma

ang terjadi,
arga BBM telah

; si secara struktural.

2006: 130) bahwa suatu perbuatan dikatakan

jahat, karena seseorang telah menjadi korban. Jika

pernyataan Quinney dikaitkan dengan dampak
dari kenaikan harga BBM, apakah kebijakan

sebuah
kejahatan? Persoalan yang kemudian muncul

pemerintah  tersebut  merupakan

adalah sulit membedakan mana pelanggaran dan

mana yang bukan pelanggaran negara mengingat
hukum positif belum mengatur itu.

Upaya Melawan Viktimisasi Struktural
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) beberapa
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~ pada tahun sebelumnya, tahun

i "__"'waktu lalu melakukan survei terhadap rencana

kenaikan harga BBM. Survei yang dilakukan

pada bulan Maret 2012 menyimpulkan

~bahwa 86,6% dari 440 responden di seluruh
- Indonesia menolak kenaikan harga BBM,
11,26% menyetujui kenaikan harga BBM dan
2,14 tidak mengetahui kebijakan tersebut. Ji
dibandingkan dengan kenaikan hazg

‘masyarakat lebih besar.
penolakan sebesar 82,3%
penolakan sebesar 75,19%
com/read/2012/03/14
86-6-rakyat-men
Diunduh 7 April

Kebijaka
BBM berulang
penolakan yang
kali ini yang di
berlangsung ha
Indonesia.
bahwa timbulnya %

hanya sekedar men harga, tap1 jug

mencerminkan aku

publik pada pemeri

ak—perc yaa

(Harian Kompas 3 April 207

Penolakan kenaikan harga Bi
sebuah perlawanan terhadap ‘pem
viktimisasi struktural. Apalagi di era demokras1
egaliter,
kecendrungan melawan semakin besar. Konsep

dimana  masyarakat  semakin
pemerintahan yang demokrasi kita kenal sebagai
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat. Pada pemerintahan yang mengedepankan
nilai-nilai demokrasi, negara memberikan ruang
dan sarana untuk menguji regulasi yang telah
dibuatnya. Di Indonesia yang kita kenal adalah
Mahkamah Konstitusi ataupun Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN). Ketika regulasi
yang dibuat pemerintah dianggap merugikan,
masyarakat  dapat  mengujinya  melalui

Mahakamah Konstitusi ataupun PTUN.
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Perlawanan masyarakat kepada negara
pada dasarnya memiliki tiga tujuan yaitu 1)
mendapatkan kembali haknya (restitusi); 2)
memulihkan kembali haknya (rehabilitasi); dan
3) menyamakan kembali haknya (kompensasi)
(Meliala 2012) Pada konteks rencana kenaikan
: _penulis ada dua upaya
adap kebijakan

an gugatan ke

‘ Tasa yang me-nasional ini
ternyata mampu memberikan tekanan kepada
negara. Usulan kenaikan harga BBM diputuskan
oleh DPR untuk ditunda. Keputusan yang
tertuang dalam UU APBN-P pasal 7 ayat 6(a)
memberikan wewenang kepada pemerintah
untuk menaikkan harga BBM jika dalam keurun
waktu enam bulan terjadi kenaikan rata sebesar
15 persen.

1 Sebagai negara demokrasi, tentunya Indonesia menganut prinsip bahwa
rakyat adalah penentu utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Undang-undang Dasar 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap
kemerdekaan mengemukakan pendapat. Kebebasan mengemukakan
pendapat ini kemudian diimplementasikan dalam Undang-undang No. 9
Tahun 1998
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Gugatan ke Mahakamah Konstitusi
Perlawanan masyarakat terhadap kebijakan

kenaikan harga BBM tidak berhenti hanya
melalui unjuk rasa. Keputusan DPR yang

tertuang pada pasal 7 ayat 6(a) memberikan

peluang  bagi untuk  te]
menaikkan harga BBM. Seorang ahli T
tata negara Yusril Thza Mahep
gugatan gugatan uji for

7 ayat 6(a) ke Mah
menganggap pasal

pemerintah

karena bertentan
1945. Gugatan
merupakan be
dalam rangka
menjadi korb
Sebelum pe
sesual aman
ayat 6(a), Yu
rakyat Indones

tahun 2005 dan
kompensasi  kep

Kompensasi yang

uang tunai sejumlah Rp.150.000 per kep la

keluarga. Sedangkan rencana kenaikan harga
BBM pada tanggal 1 April 2012 pemerintah
telah menyiapkan paket bantuan langsung
sementara masyarakat (BLSM). Konsep BLSM
ini masih sama dengan BLT yaitu pemberian
sejumlah uang tunai kepada masyarakat yang

2 Kedudukan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD
1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undangundang dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan umum” sedangkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi "menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”

tergolong miskin. Pemberian BLSM merupakan
bentuk perlindungan negara kepada rakyatnya
dalam rangka mewujudkan restitusi, rehabilitasi
dan kompensasi sebagai hak yang harus dipenuhi

akibat kebijakan menaikkan harga BBM.

hargca BBM  oleh

n sehari-hari naik, m

lemah adalah yang pa

normal

ayat 6(a) UU APBN-P, masih
memberikan peluang kepada pemerintah untuk
menaikkan harga BBM dalam jangka waktu
enam bulan. Dengan demikian mengacu pada
argumen Sihite (2011) bahwa konsekuensi dari
kebijakan negara semacam itu (menaikan harga
BBM) akan memperlebar kesenjangan ekonomi
dan sosial dan semakin memiskinkan masyarakat
ekonomi lemah.
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